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The results of this study indicate that the Causal Factors for
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study is expected that the Kendari City Social Service will be
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|l. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu dampak dari belum konsistennya dan belum terkordinasinya
penanganan masalah-masalah sosial ekonomi yang ada. Di samping itu orientasi penanganan
belum berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat serta pemanfaatan potensi lokal
yang belum maksimal, penyebab kemiskinan berasal dari intern (keterbatasan pendidikan,
pengetahuan, akses kesehatan, kurang memiliki keterampilan memberdayakan potensi) dan
ekstern (kebijakan pememerintah, bencana sosial dan alam yang terjadi. Dampak positif dan
negatif tampaknya semakin sulit dihindari dalam pembangunan, sehingga diperlukan usaha untuk
lebih mengembangkan dampak positif pembangunan serta mengurangi dan mengantisipasi
dampak negatifnya. Pengemis merupakan salah satu dampak negatif pembangunan, khususnya
pembangunan perkotaan. Pengemis perkotaan adalah fenomena yang mulai dipandang sebagai
masalah serius, terutama dengan semakin banyaknya permasalahan sosial.

Masalah pengemis merupakan fenomena sosial apa lagi yang menjadi peran dalam fenomena itu
adalah anak yang masih dibawah umur. Secara fisik pengemis juga berinteraksi dengan masyarakat
di sekitarnya tetapi sesungguhnya mereka terisolasi karena tidak bisa mencapai fasilitas yang ada.
Banyak orang yang sebenarnya masih dalam keadaan sehat memilih untuk mengemis/meminta -
minta, hal ini dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia,
terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, masalah urbanisasi serta masalah kecacatan (Soraya,
2019)

Pengemis adalah sebutan bagi “Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”, diantara sebutan -
sebutan lain, seperti gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar,dan sebagainya.
Selama ini masalah sosial tersebut tidak kunjung dapat diatasi atau paling tidak dikurangi. Seiring
dengan kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan secara ekonomi maupun sosial, pengemis
hidup jauh dari kesejahteraan sosial yang diamanatkan Undang-undang. Didalam Undang-
Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan Sosial adalah
terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan
mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” pada pasal 1 ayat (1)
(Sumarno, 2009).

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan
Gelandangan dan Pengemis diatur bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma
kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, karena itu perlu diadakan
usaha—usaha pembinaan. Usaha tersebut bertujuan untuk memberikan rehabilitasi kepada anak
jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan
dan penghidupan yang layak sebagai warga negara Republik Indonesia Terutama terhadap
penghemis anak yang masih dibawah umur (Ayu, 2019)

Praktik pengemis maupun pengamen yang melibatkan anak termasuk dalam eksploitasi secara
ekonomi yang menjadikan orang tua sebagai pelaku utama dalam tindakan eksploitasi tersebut.
Anak yang dengan sengaja dijadikan alat untuk mengemis maupun mengamen di jalan demi
mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya anak tersebut turut membantu perekonomian
keluarga yang seharusnya usia mereka dihabiskan untuk belajar dan bermain bersama teman -
teman sebayanya bukan untuk membantu menyambung kehidupan keluarga. Tindakan yang
menjadikan anak sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan pribadi tidak dapat dibenarkan
karena termasuk dalam tindak pidana meskipun pelaku dari kejahatan tersebut adalah orang tua
kandung.

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak
karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran, cakupan
substansi dan ruang lingkup yang sangat luas sehingga untuk mempermudah dalam memberikan
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alternatif pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga, bukannya menjadikan
anak sebagai pengemis untuk menyambung kebutuhan keluarga (Julianti, 2020).

Di dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 tahun 2014 pasal 12 (ayat 1) menyebutkan
bahwa Setiap anak jalananan, gelandangan, pengemis dan pengamen berhak memperoleh
pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan,
minat dan bakatnya. Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang -
sekurangnya sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada setiap anak jalananan,
gelandangan, pengemis dan pengamen yang berusia sekolah sesuai Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Namun apa yang terjadi saat ini, masih banyak pengemis yang dilakukan oleh anak tersebut yang
seharusnya mendapat perhatian pemerintah hingga saat ini masih kita temukan khususnya anak
usia sekolah berada dijalan-jalan, secara khusus di kota kendari. Hal ini tentu sangat menjadi
permasalahan sosial bagi Kota Kendari karena keberadaan mereka sangat memprihatinkan dan
tentu akan mengganggu keindahan Kota.

Il. TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian Tentang Pengemis
1. Pengertian pengemis

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta minta di tempat umum
dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis
bukan lagi fenomena sosial dari orang-orang yang kekurangan akan tetapi sudah menjadi mata
pencaharian bagi sebagian orang dan tidak lagi menjadi tabu. Kalau sudah menjadi mata
pencaharian, secara tidak langsung akan terjadi generasi yang terus menerus sebagai pengemis.
Strategi-strategi pengemis dalam mempertahankan hidup merupakan gambaran bagaimana
pengemis dalam menyikapi persoalan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup. Tapi tidak
dipungkiri pula sebagian dari mereka juga melakukannya sebagai mata pencaharian. Mereka malas
untuk bekerja yang layak tanpa banyak mangeluarkan tenaga sehingga memilih mengemis untuk
mendapatkan uang atau penghasilan yang lebih banyak tanpa membutuhkan usaha yang sulit dan
dengan hanya bermodalkan pakaian lusuh yang jauh dari layak untuk menarik simpati orang serta
menggunakan equipment lainnya sebagai tambahan untuk lebih memaksimalkan penampilannya
sebagai pengemis (Muslimin, 2015).

Banyak anak di bawah umur yang melakukan pekerjaan karena keterbatasan ekonomi yang
kurang. Mereka melekukan pekerjaan mengemis tanpa menghiraukan pendidikannya, setiap hari
pengemis anak ini bekerja mulai pagi hingga petang, tiada hari tanpa mengemis. Karena
lingkungan mereka kebanyakan adalah anak-anak usia di bawah umur dan sudah mengemis. Bagi
pengemis anak, kegiatan mengemis merupakan suatu cara atau reaksi untuk menyesuaikan diri di
lingkungan perkotaan yang penuh dengan kemewahan. Kegiatan mengemis yang cenderung
mudah dan cepat menghasilkan uang dinilai sebagai cara penyesuaian diri yang efektif, karena
dengan mengemis anak dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dan tuntutan gaya hidup di
perkotaan (ILMI, 2018).

Pengemis merupakan orang yang beranggapan dirinya merasa lemah sehingga pantas untuk
dikasihani yang bertujuan untuk meminta-minta kepada orang lain, dalam aktivitasnya menjadi
pengemis sering menggunakan tampilan secara kumuh, baik itu pakaian, memperlihatkan
kekurangan fisik, dan memelas mengatakan belum pernah makan sudah dua hari serta
menggunakan cara lainnya untuk menarik simpatisan masyarakat yang lewat dihadapan mereka
(Fariansyah, 2020).

© 2022 Sultra Law Review 2082



Vol. 04, No. 1 2022, pp. 2080 — 2095

Gelandangan pengemis dan anak jalanan pada awalnya adalah orang-orang yang miskin secara
materi. Namun karena memiliki budaya miskin yaitu malas, mereka memenuhi kebutuhan
hidupnya menunggu belas kasihan atau meminta-minta. Sebenarnya ada yang tidak tergolong
miskin, namun mereka mencari uang untuk membangun rumah dengan cara meminta-minta,
akhirnya menjadi terbiasa hidup meminta belas kasihan dari orang lain. Ada kecenderungan
jumlah gepeng dan anjal, semakin bertambah, fenomena ini terlihat adanya para gepeng terus
berdatangan dari berbagai daerah menuju perkotaan (Mardiyati, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS), (2012) pengemis adalah orang-orang yang
mendapat penghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Seseorang dapat dikatan sebagai pengemis apabila
seseorang tersebut memiliki 4 kriteria sebagai berikut:

1) Mata pencahariannya bergantung pada belas kasihan pada orang lain.

2) Berpakaian kumuh dan compang-camping.

3) Berada ditempat ramai dan strategis.

4) Memperalat sesama untung merangsang belas kasihan orang lain

Menurut Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 Disebutkan bahwa arti pengemis adalah orang yang
mencari pengahasilan dengan meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan
untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.

Menurut Peraturan Pemerintahan Daerah Kota kendari No. 09 Tahun 2014 Pengertian Pengemis
adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan
penghasilan dengan cara meminta minta dijalanan dan/atau tempat umum dengan bebagai alasan
untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Herman, 2016).

2. Pengertian Eksploitasi Terhadap Pengemis

Eksploitasi anak adalah pemanfaatan tenaga anak yang masih dibawa umur oleh pihak lain dengan
maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif
atau perlakuan semena-mena terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat.
Memaksa anak untuk melakukan sesuatu untuk kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa
mempertimbangkan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan
perkembangan fisik, psikis, dan status sosialnya. Adapun macam-macam eksploitasi anak yaitu:

a. Eksploitasi Fisik

b. Eksploitasi Sosial

B. Pengertian Tentang Anak

=

Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Anak adalah
generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik
buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak
dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan
baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Secara umum apa yang
dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin
atau persetubuhan (sexual intercoss) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik
dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan (Sapti, 2019).
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2. Pengertian Anak Dibawah Umur

Menurut prof.Moeljatno, S.h. Dalam bukunya pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan

dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP

menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan

ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep

KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara

tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

a. Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak
dapat dipertanggung jawabkan.

b. Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua
belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik
fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk
mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya
serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang
tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang
sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak
tersebut (Djamil, 2002).

3. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan merupakan salah satu permasalahan sosial yang sudah tentu juga permasalahan
nasional. Salah satu sebab timbulnya hal tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk
yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Apabila keadaan tersebut tidak mendapat perhatian
dan penanganan yang serius maka akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan dan
perkembangan anak baik jasmani,rohanai, maupun sosial (Zamharira, 2019).

Menurut Departemen Sosial Rl, Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar
waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau
berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia
antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya
kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi (Sarbaini, 2016).

Anak jalanan sebagai salah satu unsur anak terlantar adalah anak yang tidak memperoleh
perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana mestinya. Sehingga mengakibatkan
pengembangan pribadi yang tidak normal keberadaan anak jalanan disebababkan karena
penelantaran dari kelarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak mampuan keluarga. Kenyataan
memperlihatkan bahwa anak jalanan semakin hari semakin bertambah ia tidak hidup dipedesaan
tetapi di perkotaan dan dibarengi dengan adanya kenyataan bahwa semakin besar tingat
perkembangan suatu kota maka semakin banyak pula anak jalanan, yang seolah dapat
memberikan kesan bahwa adanya anak jalanan itu adalah karna adanya kota. Adanya anak jalanan
dalam jumlah yang banyak mengakibatkan bertambahnya masalah sosial di Kota dan disisi lain
adalah perkembangan Kota. Anak jalanan merupakan salah satu kelompok yang dapat
mengganggu keindahan kota Kendari. Anak tersebut seharusnya belajar dan brada di Sekolah
tetapi karna kondisinya tidak mendukung, maka ia berada di tempat keramaian, jalan, terminal,
pasar, pelabuhan, dan pembungan sampah untuk mempertahankan hidup.(Ilpandang, 2015).
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4. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak

adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk
mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati

Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. “ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya

dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak

(pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-

hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia,

jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan
kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan baik
semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan®.

e Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan.

e Berdasarkan UU Peradilan Anak. Anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat
(2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum
pernah menikah.

e Dan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 ayat (3) tentang Sisitem Peradilan Anak yang
berbunyi “Anak Yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun,tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga
melakukan tindak pidana”.

e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2,
menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)
tahun dan belum pernah kawin.

5. Hak-Hak Anak

Hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan bantuan hingga pemeliharaan khususnya
diberikan oleh keluarga selaku sentral pertumbuhannya serta kesejahteraannya dalam masyarakat
lingkungannya. Pemberian bantuan maupun perlindungan untuk anak-anak sangat dibutuhkan
saat ini sehingga dapat mengembang tanggung jawab dalam masyarakat. Dalam memperlakukan
anak wajib dengan perilaku positif dan baik seperti dilihat dari aspek lingkungannya vyaitu
keluarga yang sehat dan bahagia penuh dengan rasa cinta kasih serta saling memahami.
Dibesarkan dalam suasana damai tanpa tekanan atau kemerdekaan perlu dipersiapkan agar
anak dapat menghadapi kehidupan dalam bermasyarakat. Berikut ini merupakan hak-hak anak
menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

e Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis sebagaimana termuat
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang No 23
Tahun 2002 dapat berupa pelayanan kesehatan sosial ekonomi serta pendidikan yang
memadai.

e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab Il Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak
atas kesejahteraan, yaitu:

1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2) Hak atas pelayanan.

3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
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5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.

e Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-

Undang ini diatur dalam Bab Il bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

a. Hak atas perlindungan

b. Hak untuk hidup,mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan, dan bantuan khusus, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat
kemanusiaan, berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.

C. Dasar hukum Larangan Mengemis
1. Hukum Larangan Mengemis

Menurut prof.Moeljatno, S.H. Dalam bukunya KUHP tindakan Pengemis itu sendiri diatur dalam

pasal 504 Buku ke 3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang berbunyi:

a. Ayat (1) “Barang siapa mengemis di muka umum, di ancam melakukan pengemis dengan
pidana kurungan paling lama enam minggu”.

b. Ayat (2) “Pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang berumur di atas enam
belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”.

Ketentuan KUHP tersebut diatas menegaskan kegiatan pergelandangan dan pengemisan yang
dapat dikenakan sanksi pidana adalah hanya pergelandangan dan pengemisan yang dilakukan di
tempat-tempat umum yang mana dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum. Ini berarti
tidak semua gelandangan dan pengemis dapat dikenakan sanksi pidana, melainkan hanya
gelandangan dan pengemis yang terbukti atau tertangkap basah melakukan kegiatan
menggelandang dan mengemis di tempat-tempat umum (HENDRAWAN, 2015)

2. Hukum Larangan Menyuruh Melakukan Mengemis (Eksploitasi)

Dalam kaitannya dengan tindakan mengeksploitasi anak menjadi pengemis, maka jika diperhatikan
beberapa aspek yang menjadi lingkup perlindungan anak sebagaimana tersebut di atas, maka
tindakan mengeksploitasi anak menjadi pengemis adalah perbuatan yang mengabaikan
perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi. Setiap orang dilarang melakukan
eksploitasi terhadap anak dalam bentuk apapun juga sebagaimana diatur dalam Pasal 301 KUH
pidana junto Pasal 76 Ayat 1 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu:

a. Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan
setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut
serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak.

b. Pasal 301 KUH Pidana berbunyi: Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain
seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua
belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan
pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pane, 2016).

D. Faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis
Yang menjadi latar belakang banyaknya pengemis, yaitu Terjadinya ketimpangan sosial yang tajam

antara s/ miskin dan kaya, Tingginya angka kemiskinan yang ada di dalam suatu negara,
ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tergerusnya rasa malu yang
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diakibatkan karena mentalnya tidak lagi memenuhi nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat,
terjadinya pengaruh dimensi agama yang menyebabkan seseorang mudah memberi. Dalam hal ini
bisa dicontohkan ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa Ramadhan, saat itulah
biasanya banyak ditemukan para pengemis. Faktor pendorong penting yang menyebabkan
manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Aktivitas dalam kerja
mengandung unsur suatu kegiatan sosial, menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya bertujuan
untuk memenuhi kebutuhannya. Namun demikian di balik tujuan yang tidak langsung tersebut
orang bekerja untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah atau gaji dari hasil kerjanya itu. Jadi
pada hakikatnya orang bekerja, tidak saja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tetapi
juga bertujuan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Menurut Moh. Thayeb Manribu mengatakan bahwa “bekerja diartikan sebagai suatu kelompok
aktivitas, tugas atau kewajiban yang sama dan dibayar, yang memerlukan atribut-atribut yang
sama dalam suatu organisasi tertentu”. Sedangkan menurut Amin Ramli “bekerja adalah sebagai
suatu rangkaian pekerjaan-pekerjaan, jabatan-jabatan dan kedudukan yang mengarah pada
kehidupan dalam dunia kerja”. Dari pengertian di atas dapat dsimpulkan bahwa pekerja anak yaitu
Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat
mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya
anak (Arifin, 2017).

Dalam kasus ini orang tua yang menjadikan anak sebagai pengemis termasuk dalam suatu tindak
pidana karena orang tua melakukan kesengajaan dengan membiarkan anak mengamen dan
mengemis di jalanan. Bila dilihat maka, tindakan orang tua tersebut telah memenuhi unsurunsur
suatu tindak pidana dan jelas perbuatan yang dengan sengaja membiarkan anak kandung mereka
yang seharusnya menikmati masa anak-anak, mendapat pendidikan dan kehidupan layak tidak
terpenuhi pada akhirnya mereka ikut membantu perekonomian keluarga dengan menjadi
pengemis dan pengamen.

Eksploitasi terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dengan sengaja menjadikan anak sebagai
pengemis dan pengamen tergolong dalam kejahatan kekerasan terhadap anak yang
mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami
individu maupun kelompok. Kejahatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang disengaja dan
menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional dengan
berbagai bentuk tingkah laku, yang disertai dengan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua

atau orang dewasa lainnya sehingga mengakibatkan penelantaran kebutuhan anak (Julianti, 2020).

Anak-anak yang seharusnya dari pagi sampai siang berada disekolah, namun tidak pada

realitasnya, banyak juga mereka ditemukan di jalanan bekerja sebagai pengemis. Seharusnya

orang tua memperhatikan sekolah anaknya, bukan mempekerjakan anaknya sebagai pengemis.

Kondisi ekonomi tidak seharusnya mempermudah orang tua mencari jalan pintas untuk

mendapatkan uang dengan cara mengeksploitasi anaknya untuk mengemis. Ada 2 faktor

penyebab adanya Pengemis Anak yaitu:

a. Faktor pihak internal anak bekerja sebagai pengemis dalam pembahasan ini adalah pihak
orangtua, dimana pada umumnya setiap orangtua memiliki pendapat masing-masing terhadap
anak yang ikut bekerja sebagai pengemis anak.

b. Faktor pihak eksternal merupakan pihak yang berada diluar lingkungan keluarga yang anaknya
bekerja sebagai pengemis anak, dalam kasus ini Pendapat pihak eksternal dapat
mempengaruhi keluarga dalam memberikan pengarahan terhadap keluarga pengemis anak,
setiap pendapat yang diberikan pihak eksternal dapat dijadikan pelajaran bagi keluarga
pengemis anak dalam mengambil keputusan dan bertindak sebagai orangtua untuk anak
mereka (Eka Putri, 2014).

© 2022 Sultra Law Review 2087


https://dosensosiologi.com/nilai-sosial/

Vol. 04, No. 1 2022, pp. 2080 — 2095

E. Upaya penanggulangan Banyaknya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai
Pengemis

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980, gelandangan dan pengemis tersebut tidak

sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan yaitu dilakukan

dengan upaya preventif, represif dan rehabilitasi.

a. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang dimaksudkan untuk mencegah
timbulnya gelandangan dan pengemis di dalam masyarakat, yang ditujukan baik kepada
perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya
gelandangan dan pengemis, yang mana berdasarkan Pasal 6 upaya tersebut meliputi
penyuluhan dan bimbingan sosial latihan, pendidikan, pemberian bantuan, perluasan
kesempatan kerja, pemukiman lokal, peningkatan derajat kesehatan, pengawasan serta
pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan
pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya:

1) Pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang
sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;

2) Meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam
masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya

3) Pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah
direhabilitasi dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah
dikembalikan ke tengah masyarakat.

b. Upaya represif adalah usaha-usaha yang terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi
dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang
maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Dalam
Pasal 9 diuraikan mengenai upaya represif tersebut meliputi: razia, penampungan sementara
untuk diseleksi, dan pelimpahan.

Dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Rl No. 31 Tahun 1980 diuraikan bahwa
gelandangan dan pengemis yang terkena razia ditampung dalam penampungan sementara untuk
diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi para gelandangan dan pengemis dan
sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

1) Dilepaskan dengan syarat;

2) Dimasukkan dalam Panti Sosial;

3) Dikembalikan kepada orang tua / wali / keluarga / kampung halamannya;

4) Diserahkan ke Pengadilan;

5) Diberikan pelayanan kesehatan.

c. Upaya rehabilitasi adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha-usaha penampungan,
seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut, sehingga dengan demikian para
gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai
dengan martabat manusia sebagai Warga Negara Republik Indonesia. Upaya rehabilitatif ini
dilaksanakan melalui Panti Sosial. Usaha penampungan tersebut diatas ditujukan untuk meneliti
atau menyeleksi gelandangan dan pengemis yang dimaksukkan dalam Panti Sosial. Seleksi
dimaksud bertujuan untuk menentukan kualifikasi pelayanan sosial yang akan diberikan.
Selanjutnya, usaha penyantunan ditujukan untuk mengubah sikap mental gelandangan dan
pengemis dari keadaan yang non produktif menjadi keadaan yang produktif. Dalam
melaksanakan usaha penyantunan tersebut diatas para gelandangan dan pengemis diberikan
bimbingan, pendidikan dan latihan baik fisik, mental maupun sosial serta keterampilan kerja
sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Berikutnya adalah usaha-usaha tindak lanjut yang
bertujuan agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan dan pengemis. Usaha tindak lanjut
tersebut diatas dilakukan dengan:

1) Meningkatkan kesadaran berswadaya;
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2) Memelihara, menetapkan dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi;
3) Menumbuhkan kesadaran hidup dalam bermasyarakat (HENDRAWAN, 2015)

lll. METODE PENELITIAN

Adapun lokasi pada penelitian ini adalah di Kota Kendari. Beberapa lokasi di Kota Kendari akan
menjadi objek penelitian penulis dengan subjek penelitian berupa pengemis. Jenis data yang
digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis
secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Data pengemis Anak Di Kota Kendari

Pengemis atau biasa disebut dengan anak jalanan merupakan masalah sosial yang perlu
diperhatikan karna keberadaannya sangat mengganggu keindahan Kota Kendari. Seharusnya
anak-anak tersebut berada disekolah dan belajar bukannya berada di jalan sebagai anak jalanan
yang melakukan pekerjaan dengan cara mengemis untuk menyambung hidup mereka. Kehidupan
anak jalanan sebagai pengemis dalam berbagai karakteristiknya menjadi ciri khas yang
membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya selama ini melekat pada diri mereka
menjadi fokus perhatian dari semua pihak, upaya pengembangan dan pembinaan anak-anak
tersebut tergantung dalam lingkungan kerja dan pergaulan mereka yang jauh dari keluarga tetapi
ada juga yang bersama keluarga mereka untuk melakukan pengemisan dan bahkan ada pula yang
sama sekali tidak memiliki keluarga dan senantiasa berhadapan dengan kerasnya kehidupan
membuat mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan lingkungannya.

Kehadiran pengemis di Kota Kendari, sering kali dianggap sebagai pengganggu keindahan Kota
dan ketertiban jalan raya menyebabkan rawan kecelakaan, dan memberikan perasaan tidak aman
dan nyaman bagi manyarakat disebabkan perilaku mereka yang kadang tidak sopan seperti
berkata kotor, memaki, memaksa, dan bahkan merusak bodi mobil dengan menggores dan lain-
lainya, apabila tidak diberi uang.

Persoalan pengemis ini bukan hal yang baru lagi karena pemerintah sendiri telah memberikan
perhatian khusus terhadap masalah pengemis. Pemerintah sering kali melakukan razia bagi
pengemis dan anak jalanan, mereka yang terjaring razia dikembalikan kepada orang tuanya.
Namun hal tersebut terbukti tidak efektif karena mereka selalu kembali ke jalan untuk bekerja. Dari
tahun ke tahun jumlah pengemis di kota kendari semakin bertambah khususnya pengemis yang
dilakukan oleh anak-anak disekitaran Kota terutama di lampu merah bagian bypast dan sekitarnya.
Keberadaan pengemis ini tentu sangat meresahkan karna mengganggu masyarakat yang
beraktivitas di jalan tatkala juga ada sebagian masyarakat yang bersimpati kepada mereka dan
memberikan uang atau makanan, hal tersebut harusnya tidak dilakukan karna akan mengundang
banyak pengemis lainnya dan mereka akan semakin menjadi-jadi, akibatnya hal tersebut memicu
kepada orang tuanya yang semakin malas dalam bekerja dan hanya membiarkan anaknya
melakukan pengemisan bahkan memaksa anaknya melakukan hal tersebut untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan Pengalaman yang didapatkan dari mengemis selama hidup di jalanan sangat beragam.
Mulai dari saling kejar karena salah mengambil daerah kekuasaan pengemis lain, merasakan
bagaimana makanan sisa orang lain, sampai mendapat respon yang kurang baik dari orang
sekitarnya. Walaupun begitu mereka ingin menjalani rutinitasnya sebagai anak jalanan karena
faktor kebebasan yang sudah melekat pada diri mereka, dari sana mereka menjadi tahu bagaimana
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mereka harus merespon orang lain dan menghargai orang lain dengan mengemis sesuai
pembagian wilayah masing-masing.

Dari hasil penelitian, pengemis yang dilakukan oleh anak sebagai salah satu unsur anak terlantar
adalah anak yang tidak memperoleh perhatian, perlindungan, dan pemeliharaan sebagaimana
mestinya. Sehingga mengakibatkan pengembangan pribadi yang tidak normal, keberadaan anak
jalanan disebabkan karena penelantaran dari keluarga yang diwujudkan dalam bentuk ketidak
mampuan keluarga. Kenyataan memperlihatkan bahwa anak jalanan yang melakukan pengemisan
semakin hari semakin bertambah ia tidak hidup di pedesaan tetapi di perkotaan dan dibarengi
dengan adanya kenyataan bahwa semakin besar tingat perkembangan suatu kota maka semakin
banyak pula anak jalanan untuk melakukan pengemisan, yang seolah dapat memberikan kesan
bahwa adanya anak jalanan yang melakukan pengemisan itu adalah karna adanya kota.

Kehidupan yang keras dijalanan, memaksa anak-anak untuk bertahan hidup dengan melakukan
apa saja salah satunya adalah melakukan pekerjaan dengan cara meminta-minta di sekitaran
lampu merah, terkadang mereka juga mendapatkan pelecehan seksual demi mendapatkan uang.
Apabila hal tersebut dibiarkan maka ancaman sosial dapat menimpa mereka, seperti kekerasan,
penelantaran, terjerumus dengan minuman keras dan obat-obatan terlarang, bahkan bisa memicu
orang jahat dengan melakukan eksploitasi anak. Dengan demikian, Pemerintah Kota Kendari
membuat kebijakan Kota Layak Anak pada Tahun 2006 dan disusul mulai mencanangkan Kebijakan
Pengembangan KLA pada Tahun 2014 melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (Dinas PP&PA) Kota kendari dengan membentuk Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Data resmi pengemis di Kota Kendari yang terjaring razia yang di tempatkan di tempat
penampungan Kantor Dinas Sosial untuk di data. Data anak jalanan yang melakukan pengemisan
jumlahnya naik turun ditahun 2016-2019 namun ditahun 2020-2021 justru lebih meningkat. Yaitu
pada Pada Tahun 2016 tercatat ada 22 orang anak yang terdata, namun pada tahun 2017 ada
penurunan jumlah anak yang terdata yaitu ada 19 anak, lanjut pada Tahun 2018 jumlah anak yang
terdata justru makin meningkat dari Tahun sebelumnya yaitu berjumlah 35 orang, dan berikutnya
pada Tahun 2019 jumlahnya kini mulai ada penurunan lagi yakni tercatat ada 20 orang, lanjut
ditahun berikutnya yaitu pada Tahun 2020 justru meningkat lagi yakni ada 41 anak yang terdata,
dan pada tahun 2021 tercatat masih sama jumlahnya dari tahun sebelumnya yaitu ada 41 orang
yang terdata. Namun terlepas dari semua itu menurut Kepala Bidang Rehabilitasi Anak dan lansia
jumlah anak yang terdata belum semua yang terdata karna masih banyak yang belum tertangkap
pada saat melakukan operasi razia. Anak yang terjaring razia termasuk mengamen, jualan kerupuk
dan tissue yang berkedok (modus) melakukan pengemisan untuk menunggu belas kasihan dari
masyarakat.

Table jumlah pengemis yang terdata di Dinas Sosial

NO. JUMLAH PENGEMIS TAHUN
1 21 ANAK 2016
2 19 ANAK 2017
3 35 ANAK 2018
4 20 ANAK 2019
5 41 ANAK 2020
6 41 ANAK 2021
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B. Faktor Penyebab Banyaknya Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pengemis
Di kota Kendari

Penyebab Banyaknya Pengemis ditemukan di Kota Kendari bukanlah fenomena yang baru
ditemukan disebuah Kota. Pandangan yang menempatkan anak menjadi pengemis sebagai
sumber masalah, terbukti bukan hanya dimiliki Pemerintah Kota, Polisi dan Sebagian Masyarakat
dan juga Media. Tidak Salah bila konteks sosial yang ada diluar media memengaruhi bagaimana
wacana yang muncul di media. Tingkat Sosial ini melihat pada aspek makro seperti Sistem Politik,
Sistem Ekonomi, atau Sistem Budaya masyarakat secara keseluruhan.

Pengemis yang dilakukan oleh anak dinilai banyak pihak telah memberikan dampak negatif yakni:
kesan yang kumuh, kotor, serta merusak pemandangan kota. Disamping itu, kehadiran kaum ini
dianggap sebagai pusat pengangguran, rawan terhadap kriminalitas vyaitu pencurian,
penjambretan, perjudian, mabuk-mabukan dan pelacuran. Bahkan, sentral-sentral gelandangan
selalu dalam pengawasan pihak keamanan khususnya pihak kepolisian, sesungguhnya pihak
pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya penampungan pemberian keterampilan tetapi
tetap saja para gelandangan dan Pengemis masih menghiasi sudut-sudut kota bahkan malah
semakin bertambah.

Berdasarkan data yang ditemukan dalam perspektif penulis, Penyebab Banyaknya Pelanggaran
Pengemis Yang Dilakukan Oleh Anak ini karena adanya faktor pendorong dan faktor penarik.
Faktor pendorong adalah desakan dari keadaan sosial ekonomi yang menjadikan orang tua
memaksa anaknya menjadi pengemis. Eksploitasi yang dilakukan terhadap anak merupakan
tindakan yang melampaui batas dan tidak adanya rasa berperikemanusiaan. Setiap anak yang
mengalami tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh orangtua sudah pasti akan menimbulkan
akibat-akibat terhadap anak, yaitu kehilangan hak anak. Orang tua yang melakukan tindakan
eksploitasi terhadap anak tentunya tindakan itu akan mempengaruhi perkembangan anak baik dari
segi biologis maupun psikisnya, selain itu perilaku anak pun akan menyimpang karena terbiasa
mengalami tindakan eksploitasi dari orangtua, dengan demikian apa yang mereka lihat dan
rasakan akan menjadi contoh bagi mereka.

Terbukti adanya akan hal itu dalam wawancara penulisterhadap anak yang melakukan pekerjaan
mengemis. Hasil wawancara tersebut mereka mengatakan bahwa “mereka melakukan pekerjaan itu
atas dasar suruhan orang tua dan mereka mengatakan, ia disuruh mengemis dijalanan sedangkan
orang tua mereka menunggu dan mengawasinya dari kejauhan.

Hal tersebut sangatlah tidak pantas dan perbuatan itu termasuk tindakan pidana, dan tindakan itu
masih saja ada karna kurangnya perhatian pemerintah dan aparat negara dalam menangani
pengemis yang ada, faktor ini sangat kuat karna menyangkut pemenuhan kebutuhan hidup.
Sedangkan faktor penarik yaitu anak-anak yang turun kejalan melakukan pengemisan karna
adanya ajakan teman di lingkungan yang mereka anggap bisa melakukan apa saja yang membuat
mereka terasa bebas dan memiliki uang dengan cara cepat. Berikut Faktor pendorong yang
menyebkan anak menjadi Pengemis:

a. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat
mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.

b. Kurangnya perhatian pemerintah Kota dalam menangani pengemis yang ada.

Merantau dengan modal nekad Dari gelandangan dan pengemis yang berkeliaran dalam
kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar, banyak dari mereka yang merupakan
orang desa yang ingin sukses di kota tanpa memiliki kekmampuan ataupun modal yang kuat.
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d. Malas berusaha Perilaku dan kebiasaan meminta-minta agar mendapatkan uang tanpa susah
payah cenderung membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan ingin enaknya saja tanpa
berusaha terlebih dahulu.

e. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan
yang layak.

C. Upaya Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Banyaknya Tindak Pidana Yang Dilakukan
Oleh Anak Sebagai Pengemis Di Kota Kendari

Dalam pengertian Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang
sosial. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Kewenangan Dinas Sosial adalah mencakup -
masalah masalah sosial yang ada di kota khususnya di Kendari atau di bidang sosial yang di pimpin
oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
sekertaris daerah. Seperti pelayanan rehabilitasi sosial, anak, lanjut usia, tuna sosial, disabilitas,
perlindungan dan jaminan sosial, bencana alam dan bencana sosial, penanganan fakir miskin,
pemberdayaan sosial. Dinas Sosial selaku dinas yang menaungi masalah sosial harus mampu
berperan secara maksimal untuk memberdayakan para penyandang disabilitas terutama yang
telah memasuki tahap produktif dalam hidupnya.

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 tahun 2014 pasal 12 (Ayat 1) menyebutkan bahwa Setiap
anak jalananan, gelandangan, pengemis dan pengamen berhak memperoleh pendidikan dan
pelatihan dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan
bakatnya. Ayat (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan pendidikan gratis sekurang-sekurangnya
sampai jenjang pendidikan menengah atas kepada setiap anak jalananan, gelandangan, pengemis
dan pengamen yang berusia sekolah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun
apa yang terjadi saat ini, masih banyak anak jalanan yang melakukan pekerjaan dengan meminta -
minta dijalan tersebut yang seharusnya mendapat perhatian pemerintah hingga saat ini masih kita
temukan khususnya anak usia sekolah berada dijalan-jalan, secara khusus di kota kendari.

Dinas Sosial Kota Kendari (Sulawesi Tenggara) mengimbau kepada seluruh masyarakat di daerah
itu agar tidak memberikan uang kepada anak-anak yang mengemis dijalan yang ada di setiap
simpang lampu lalu lintas (trafic light). "Masyarakat pengguna jalan kita imbau supaya jangan
memberi (uang), kalau tidak diberi itu di lampu merah saya kira mereka tidak meminta-
minta lagi”.

kata Kepala Dinas Sosial Kendari Pak Indra Muhammad, la menyampaikan dalam menertibkan
anak jalanan, pihaknya memiliki kewenangan hanya melakukan pembinaan dan pemberdayaan
kepada anak jalanan di kota itu. "Bukan ditangkap tapi kita bawa di rumahnya dalam rangka
pembinaan, Tujuannya untuk mencari tahu identitasnya untuk selanjutnya dilakukan
pendampingan. Pendampingan misalnya mereka butuhnya apa, kalau terkait dengan tenaga kerja
maka akan dikonsultasikan dengan Dinas Ketenagakerjaan. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka
butuhnya pendidikan, maka kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kita sampaikan ke
orang tuanya sebagai orang yang mempunyai kewenangan mendidik anaknya untuk tidak lagi
meminta-minta di jalan”.

Menurutnya, orang tua memegang peran penting terhadap anaknya agar tidak lagi turun ke jalan
di setiap simpang lampu lalu lintas karena akan menjadi kebiasaan bahkan membahayakan nyawa
anak tersebut. "Kasihan kalau dia sampai kecelakaan siapa yang bertanggungjawab”. la
mengatakan, sejauh ini rata-rata anak jalanan yang ditemukan dikembalikan ke rumahnya baik
yang berasal dari kota, dari luar kota dan maupun dari luar provinsi.
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Menurut Kepala Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia Dinas Sosial Kota Kendari Pak Mahmid,
mengatakan terjadi peningkatan jumlah anak jalanan diduga karena mereka tidak lagi pergi ke
sekolah akibat adanya pandemi COVID-19. "Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014, bahwa
jangan lagi memberikan uang kepada mereka karena dengan memberikan uang kepada mereka,
maka membiarkan mereka tetap berada di jalan itu”.

la juga mengungkapkan sepanjang tahun 2020 pihaknya mencatat bahwa jumlah anak jalanan
yang melakukan pekerjaan dengan meminta-minta (pengemis) yang berhasil ditangani di usia 18
tahun ke bawah. la juga menyampaikan, pihaknya akan melakukan penindakan rehabilitasi, namun
terkait penindakan lebih lanjut kepada anak-anak tersebut akan diserahkan kepada pihak Satpol
PP bahkan pihak kepolisian sebagai yang berhak melakukan penindakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu penelitian tentang Faktor Penyebab Terjadinya
Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagain Pengemis di Kota Kendari, maka peneliti
menyimpulkan bahwa:

1. Faktor penyebab banyaknya tindak pidana yang dilakukan anak sebagai pengemis di Kota
Kendari yang semakin miningkat dari tahun-tahun sebelumnya karna faktor pendorong situasi
dan kondidi sosial ekonomi yang semakin meningkat yang menyebabkan orang tua memaksa
anaknya melakukan eksploitasi anak sebagai pengemis. Dan kurangnya perhatian pemerintah
Kota Kendari dalam menangani pengemis yang ada, ditambah pula saat ini Indonesia ditimpah
musibah dengan adanya wabah corona (Covid 19) sehingga putus sekolah dan terpaksa
melakukan pekerjaan dengan meminta-minta.

2. Upaya dalam penanganan penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak
sebagai pengemis dengan mengadakan razia untuk menertibkan anak-anak tersebut, setelah
itu dibawah ke rumah dinas sosial untuk tahap pendataan yang tujuannya untuk mencari tahu
identitasnya untuk selanjutnya dilakukan pembinaan dan pendampingan. Pendampingan
misalnya mereka butuhnya apa, kalau terkait dengan tenaga kerja maka akan dikonsultasikan
dengan Dinas Ketenagakerjaan. Begitu pula sebaliknya, kalau mereka butuhnya pendidikan,
maka kita akan koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, kita sampaikan ke orang tuanya
sebagai orang yang mempunyai kewenangan mendidik anaknya untuk tidak lagi
meminta-minta di jalan.

B. Saran

Menurut peneliti saran yang dapat disimpulkan dari permasalahan diatas yaitu:

1. Yang berhak dalam hal ini adalah Orang Tua untuk memberikan kasih sayang, perlindungan,
kenyamanan serta tempat anak untuk berbagi masalah maupun kebahagiaan. Dan orang tua
seharusnya mampu bertanggungjawab menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap
anaknya terutama anak yang masih dibawah umur, untuk tidak menyuruh anak mereka bekerja
sebagai pengemis, karena itu adalah tugas mereka sebagai orang tua dalam memenubhi
kebutuhan dengan bekerija.

2. Serta yang berperan dalam penanggulan pengemis yaitu Dinas sosial kota Kendari, perlunya
meningkatkan perhatian lebih dari sebelumnya dan memberikan sanksi agar lebih tegas lagi
dalam menangani penanggulangan banyaknya pengemis anak yang ada di Kota kendari sesuai
peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2014 tentang penanggulangan gelandangan, anak jalanan,
pengamen dan pengemis.
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